
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau 

kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku 

yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka 

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu 

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.
 1

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
 2

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila 

                                                 
1
 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.   

    1996. hlm. 7. 
2
 Ibid. hlm. 9. 
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pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
3
 

 

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan 

kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau 

kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang 

tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), 

dan nepotisme (nepotism).
4
 

 

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini 

bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut: 

a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan  

b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban  

c) Penyembunyian pelanggaran.
 5

 

 

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan 

secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1960 yang 

mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan 

pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang 

ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-

perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang 

orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbutan-perbuatan khusus) dan hukum 

pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (ius 

                                                 
3
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Op Cit. hlm. 22 

4
 Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer,  Jakarta:  

    LP3ES, 1983, hlm. 12.  
5
 Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 

56.   
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commune) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (aanvullend rech). 

 

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum 

yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan 

dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana 

suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat 

dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum 

inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus.Gejala-gejala adanya 

pidana delik-delik khusus menunjuk kapada adanya diferensiasi dalam hukum 

pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan 

ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan 

fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa 

kesalahan" harus tetap dihormati. 

 

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan 

hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana 

umum (ius commune) dan hukum pidana khusus (ius singulare atau ius speciale). 

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan 

bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari 

umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, 

sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana. 

 

Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang 

lengkap, akan tetapi kita mengatahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-

undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan 

masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku 
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keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku 

ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang 

Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum 

pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.  

 

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian 

korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:  

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah).”  

 

 

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat 

disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;  Pasal 3 menyebutkan 

bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadian atau janji kepada 

Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 

jabatan atau kedudukannya tersebut.  

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 
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a) Setiap orang yang berarti perseorangan 

b) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan 

orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun 

tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, 

Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), sementara 

perkumpulan orang dapat berupa firma, Commanditaire Vennootschap (CV) 

dan sebagainya. 

c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I 

Ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil  Pegawai Negeri Sipil Pusat; 

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan 

dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan 

Darat; Angkatan Laut;Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.
 6

 

 

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-

mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari 

kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada 

pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari 

kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan 

pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (sub cultural) 

korupsi mulai dari pusat  sampai ke daerah.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak 

pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri 

sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang 

melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta 

berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia. 

 

 

 

                                                 
6
 Ibid , hlm. 57. 
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B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana 

 

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku 

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum
7
 

 

Pelaku tindak pidana dapat berdiri sendiri atau bersama-sama dengan orang lain 

atau penyertaan dengan pengelompokan sebagai sebagai berikut: 

a. Pelaku (Plegen) 

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang 

mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang 

perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum 

pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang 

yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi 

sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu 

suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum 

dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi 

maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang 

telah dilakukan. 

 

b. Turut serta (Medeplegenr) 

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah 

terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana 

yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik 

                                                 
7
 Satjipto Rahardjo, Op Cit, hlm. 25.  
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yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal 

perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan 

salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda , 

maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi 

medeplegen berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak 

yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta 

atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup 

pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari 

hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam 

pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan 

apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana 

yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil 

perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan 

perbuatan. Point penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan 

pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini 

terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat 

perbuatan lahirnya. 

 

c. Menyuruh (Doen Pleger)  

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat 

dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang 

meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak 

yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki 

dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. 
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Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan 

saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal 

tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual. 

 

 

 

d. Menganjurkan (Uitlokker) 

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal 

dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis 

(orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor 

intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti 

kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk 

pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai 

batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang 

benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai 

melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul 

secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat 

melaksanakan anjuran. 

 

e. Pembantuan (Medeplichtigheid) 

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan 

batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP  bahwa dalam menentukan 

pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja 

dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-

undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar 
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tanggungjawab pembuat tidak melampuai batas-batas dari apa yang disengaja 

mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat 

sifat aksesor (accessoire) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal 

ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan uit lokker. Dalam pembentukan terdapat 

dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan diantara keduanya harus terdapat 

kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah 

terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana. 
8
 

 

C. Pengertian Disparitas Pidana  

 

Putusan-putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam 

penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah 

penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak sama (same offence) atau 

terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar 

pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan 

keadilan (societal justice), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap 

telah melanggar hokum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa 

elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh 

hakim.
 9

 

 

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda 

terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga 

dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas 

                                                 
8
 Ibid, hlm. 27-29  

9
 Moeljatno, Op Cit. hlm. 75 
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pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa 

kategori yaitu: 

 

1) Disparitas antara tindak pidana yang sama  

2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama  

3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim  

4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda 

untuk tindak pidana yang sama
10

    

 

Sesuai dengan pendapat di atas maka dapat diketahui adanya wadah dimana 

disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada 

tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu 

majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. 

Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini 

menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. 

 

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya 

pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian 

pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah 

terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
11

     

 

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal 

hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan 

                                                 
10

  Andi Hamzah.  Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.  

   2001. hlm. 101-102. 
11

 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 34 
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hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa 

pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini 

dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas 

secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. 

 

Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan 

hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum 

yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat 

penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang 

dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang 

perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak 

merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si 

terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk 

yang dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau 

seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan 

ahli-ahli yang disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa 

dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata 

ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).
 12

      

 

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan 

pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. 

Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan 

masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan 

dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, 

                                                 
12

 Ibid. hlm. 34 
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keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan 

tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud 

patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah 

pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta Pusat. Dengan 

demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat 

dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk 

menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan yang cukup 

dalam putusannya.
 13

    

 

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber 

pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 

landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan 

lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, 

kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, 

karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan 

perundang-undangan pidana
14

     

 

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa 

pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun berturut turut. Pasal 12 Ayat (4) mengatur bahwa pidana penjara selam 

waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikan pula 

                                                 
13

  Andi Hamzah.  Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.  

   2001. hlm. 101-102. 
14

 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

   PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
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dengan halnya pidana kurungan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa 

pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan 

dalam Pasal 1 Ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh 

lebih dari satu tahun empat bulan. Dalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana 

denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak 

dibayar, ia digani dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti 

denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.  

 

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut 

profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang 

ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka 

terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang 

berbeda beda. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam 

pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, 

yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang 

nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunannya 

melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.  

Akibat adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan 

semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan 

kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, 

tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi 

inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, 

dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang tidak penting oleh 

masyarakat. Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam 
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hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya 

membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak 

memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam 

penegakan hukum pidana.  

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:  

1.  Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik 

yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan 

alasan-alasan pembenaran yang jelas  

2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar 
15

    

 

Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupaka bentuk 

refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, 

harus dapat mempertanggungjawab-kan putusan yang dihasilkannya dengan 

memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. jika 

hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima 

oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan 

hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

 

Problematika mengenai pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang 

tidak dapat dihapuskan begitu saja. Hal yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya 

dalam rangka meminimalisasi dispatitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. 

Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan 

tujuan hukum itu sendiri maka upaya terpenting yang harus ditempuh dalam 
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menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim 

terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, 

kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. 

 

D. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 

KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). 

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang 

secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)
16

 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak 

berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus 

testis).
17

 

 

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam 

sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau 
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pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan. 

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang 

pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:  

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan 

di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak 

pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan 

secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan 

dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang 

ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.  

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

(3) Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di 

dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari 

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-

sedang saja (kalangan kelas bawah). 



33 

 

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga 

memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat 

pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua 

perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. 

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak 

pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya 

tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku 

dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih 

baik dan berguna.  

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal 

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. 
18
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Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia 

menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di siding 

pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member 

kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk 

bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan 

maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas 

segala yang diputuskannya.
19

     

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaiakn perkara pidana. Dengan demikian dapat 

dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di sati pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 

mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat 

berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, 

melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim 

yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan 

nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara 

mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari 

hakim yang bersangkutan
20
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